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Abstract

The study aims to analyze the effect of corporate governance, financial distress and corporate social responsibility
disclosure on tax avoidance and examine the role of gender diversity in moderating these effects. The study was
conducted on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a purposive sampling method
in 2014 to 2019 to obtain 65 samples and 390 observations. Based on the results, it was concluded that corporate
governance represented by independent commissioner significantly had a negative effect and financial distress
significantly had a positive effect on tax avoidance. Corporate governance represented by audit committee and
corporate social responsibility disclosure do not influence tax avoidance. While the gender diversity cannot
moderate the effect of independent commissioner and CSR disclosure on tax avoidance. However, gender diversity
can weaken the positive influence of financial distress and strengthen the negative influence of audit committee on
tax avoidance.

Keywords: tax avoidance, independent commissioner, audit committee, financial distress, corporate social
responsibility disclosure, gender diversity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran keragaman gender dalam memoderasi pengaruh corporate
governance, financial distress, dan pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak. Purposive sampling
digunakan untuk mengumpulkan data dari 65 sampel dan 390 observasi dari tahun 2014 hingga 2019 pada
perusahaan sektor manufaktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hasil pengujian membawa kita pada
kesimpulan sebagai berikut: (1) kesulitan keuangan secara signifikan meningkatkan penggelapan pajak; dan (2)
tata kelola perusahaan yang diwakili oleh komisaris independen menurunkan penggelapan pajak secara signifikan.
Komite audit dan pengungkapan CSR, dua pilar tata kelola perusahaan, memiliki dampak yang dapat diabaikan
terhadap penghindaran pajak. Selain itu, pengaruh komisaris independen dan pengungkapan CSR terhadap
penghindaran pajak tidak dimitigasi oleh keragaman gender. Akan tetapi, diversitas gender mampu memperlemah
pengaruh positif kesulitan keuangan dan memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak.
Kata Kunci: diversitas gender, kesulitan keuangan, komisaris independen, komite audit, penghindaran pajak,
pengungkapan CSR.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode 2020, target pendapatan
perpajakan ditetapkan sebesar Rp 1.865,7 triliun atau 83,54% dari jumlah pendapatan negara.
Pendapatan negara ini diperuntukkan untuk membiayai belanja negara baik belanja rutin
maupun nonrutin selama satu periode anggaran terutama di masa pandemi COVID-19 dimana
anggaran belanja negara dialokasikan untuk menangani dan mencegah penyebaran pandemi
serta memberikan relaksasi pajak dalam bentuk insentif perpajakan. Capaian Kinerja
penerimaan perpajakan dapat diukur berdasarkan rasio pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020).
Berdasarkan angka rasio pajak, Indonesia menjadi negara dengan rasio pajak terendah dari 21
negara/yurisdiksi di Asia-Pasifik pada tahun 2018 berdasarkan statistik yang tercantum dalam
publikasi Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2020.
Menurut OECD, rasio pajak Indonesia sebesar 11,9% pada tahun 2018 (Setiawan, 2020).
Angka rasio pajak Indonesia masih rendah karena menurut IMF, negara-negara membutuhkan
rasio pajak sebesar 12,75-15% untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur
berkelanjutan. Padahal, Indonesia sangat memungkinkan mencapai rasio pajak sebesar 15%
dari PDB (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Suatu sebab minimnya angka rasio pajak
berdasarkan laporan OECD ialah penghindaran pajak (Suwiknyo, 2020).
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Menurut Lietz (2013), penghindaran pajak ialah aktivitas yang mengarah pada
mengurangi perpajakan yang secara eksplisit dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara.
Lietz (2013) menyebutkan bahwa definisi penghindaran pajak tidak membedakan antara
praktik pajak yang jelas legal, diragukan secara hukum atau masuk area abu-abu, dan illegal.
Berdasarkan penelitian Cobham & Jansky (2018), kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan
perusahaan telah merugikan negara dengan total kerugian pendapatan global tahunan mencapai
sekitar USD 500 miliar, dimana intensitas kerugian tertinggi terjadi di negara berpenghasilan
rendah dan menengah. Sebagai negara berpenghasilan menengah berdasarkan laporan IMF
tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat 11 dari 30 negara dengan tingkat penghindaran
pajak tertinggi yang diestimasikan sekitar USD 6,48 miliar (Susilo, 2017).

Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi aktivitas penghindaran pajak seperti tata
kelola perusahaan, kesulitan keuangan maupun pengungkapan CSR. Ketiga variabel ini saling
berkaitan. Citra perusahaan yang baik dapat diperoleh dengan menerapkan tata kelola yang baik
serta melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan (Boubaker et al., 2020;
Radifan & Yuyetta, 2015). Selain itu, citra perusahaan yang baik dapat memengaruhi kinerja
perusahaan secara langsung terutama kinerja keuangan sehingga dapat mencegah perusahaan
berada dalam kondisi kesulitan keuangan (Boubaker et al., 2020; Radifan & Yuyetta, 2015).

Kesulitan keuangan merupakan situasi dimana perusahaan kesulitan memenuhi
pembayaran yang dibutuhkan karena arus kas tidak cukup untuk membayar utang yang ada
(Cheng et al., 2019). Terkait penghindaran pajak, perusahaan yang mengalami gangguan
keuangan atau berada dalam kondisi kesulitan keuangan lebih banyak melakukan penghindaran
pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan
membutuhkan kas lebih agar perusahaannya tetap berdiri dan mengesampingkan reputasi
negatif yang diperoleh akibat penghindaran pajak (Alifianti et al., 2017; Feizi et al., 2016; Rani,
2017).

Sementara itu, tata kelola perusahaan mengatur hubungan antara pemangku
kepentingan dan dewan komisaris demi tercapainya tujuan organisasi dan merupakan suatu
sistem yang menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Rahmawati et al.,
2016). Tata kelola memainkan berbagai peran yang penting di antaranya adalah sebagai
pengawas atas penghindaran pajak sehingga penghindaran pajak dapat berkurang dengan
diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (Mulyani et al., 2018). Dalam penelitian ini,
variabel tata kelola perusahaan diwakili oleh variabel komite audit serta komisaris independen
karena kunci utama dari penerapan tata kelola adalah pengawasan yang baik dari komite audit
dan komisaris independen untuk menjamin bahwa kebijakan manajemen tidak melanggar
peraturan yang ada (Richardson et al., 2013).

Faktor lainnya yang memengaruhi penghindaran pajak adalah pengungkapan CSR.
Pada dasarnya, perusahaan melakukan aktivitas CSR untuk menunaikan kewajiban kepada para
pemangku kepentingan sesuai dengan teori pemangku kepentingan (Ningrum et al., 2018). Di
Indonesia, regulasi yang mengatur terkait perseroan terbatas menerangkan bahwa perseroan
yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib
menyelenggarakan kegiatan CSR seperti sektor pertambangan, agrikultur, kehutanan, serta
industri yang bersinggungan dengan sumber daya alam lainnya. Dalam kaitannya terhadap
penghindaran pajak, pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan
dapat dinilai bahwa perusahaan telah berkontribusi bagi masyarakat, memperhatikan etika,
lebih transparan dan mematuhi hukum (Kim et al., 2012; Ratmono & Juliarto, 2019). Oleh
sebab itu, perusahaan tidak akan menghindari pajak karena dianggap sebagai tindakan yang
tidak beretika bertanggung jawab (Hoi et al., 2013).

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, beberapa penelitian menunjukkan
pengaruh komponen tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak masih beragam.
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Penelitian Richardson et al. (2013) menyebutkan bahwa independensi komite audit internal dan
dewan komisaris mengurangi penghindaran pajak. Sementara itu, hasil yang berbeda yaitu
adanya pengaruh positif dari komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran
pajak ditemukan oleh Cita dan Supadmi (2019). Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh
Triyanti et al. (2020) yang membuktikan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi adanya
komite audit maupun komisaris yang independen. Ada juga hasil penelitian yang masih
beragam tentang bagaimana kesulitan keuangan berkontribusi pada penghindaran pajak.
Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung menghindari pembayaran
pajak, seperti yang ditemukan oleh Richardson et al. (2015) dan Sadjiarto dkk. (2020).
Sementara itu, Cita dan Supadmi (2019) menemukan bahwa penghindaran pajak menurun
ketika masyarakat mengalami kesulitan keuangan. Rani (2017), sementara itu, menemukan
bahwa pendapatan rendah tidak banyak berpengaruh pada penggelapan pajak. Sementara
beberapa penelitian telah menemukan korelasi positif antara pengungkapan CSR dan
pengurangan penghindaran pajak, yang lain menemukan sebaliknya (lihat, misalnya, Alsaadi,
2020). Sementara itu, penelitian Lanis & Richardson (2015) menunjukkan bahwa CSR
membantu bisnis menghindari pembayaran pajak yang tidak seharusnya mereka lakukan.
Namun penelitian Luxmawati dan Prihantini (2020) pada perusahaan pertambangan
menemukan bahwa pengungkapan CSR tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah digunakannya diversitas
gender dewan komisaris sebagai variabel moderasi antara variabel independen terhadap
variabel dependen. Pemilihan diversitas gender dikarenakan penelitian sebelumnya telah
banyak yang menjadikan diversitas gender sebagai variabel independen terhadap penghindaran
pajak. Lanis et al. (2015) menemukan bahwa keberadaan dewan komisaris perempuan
mengurangi aktivitas penghindaran pajak di perusahaan. Fenomena lainnya yang membuat
diversitas gender menarik diteliti adalah diangkatnya seorang wanita untuk menduduki jabatan
komisaris independen di PT Garuda Indonesia Tbk. yaitu Yenny Wahid dimana penugasannya
ditujukan untuk melindungi para pramugari di maskapai tersebut (Sari, 2020). Selain itu, hasil
riset Grant Thornton, sebuah organisasi akuntansi dan konsultan yang berlokasi di Amerika
Serikat, menerbitkan hasil riset berjudul “Women in Business” yang menunjukkan bahwa
persentase pimpinan wanita di Indonesia melonjak tajam dan menempati urutan teratas se-Asia
Pasifik bahkan urutan kedua terbesar di seluruh dunia (Toarik, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa faktor yang mungkin berdampak pada
penghindaran pajak, antara lain: 1) pengaruh dewan komisaris independen; 2) dampak komite
audit; 3) dampak kesulitan keuangan; 4) dampak pengungkapan CSR; 5) peran moderasi
keragaman gender terhadap dampak komisaris independen terhadap penggelapan pajak; dan 6)
peran moderasi keragaman gender terhadap dampak komite audit terhadap penghindaran pajak;
7) menganalisis peran moderasi diversitas gender terhadap pengaruh kesulitan keuangan pada
penghindaran pajak; 8) menganalisis peran moderasi diversitas gender terhadap pengaruh
pengungkapan CSR pada penghindaran pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang akademik dengan memberikan
wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan serta referensi penulisan selanjutnya dengan topik
penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Direktorat
Jenderal Pajak dalam menganalisis wajib pajak yang kemungkinan memiliki redflag
penghindaran pajak sehingga pemeriksaan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu,
penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait tata kelola
perusahaan, kesulitan keuangan, pengungkapan CSR, serta diversitas gender untuk mengurangi
praktik penghindaran pajak.
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KAJIAN PUSTAKA
Teori Keagenan

Hubungan keagenan menurut teori keagenan merupakan kontrak antara prinsipal dalam
hal ini pemilik perusahaan dengan agen dalam hal ini manajemen dimana prinsipal
mendelegasikan kewenangannya kepada agen untuk membuat kebijakan-kebijakan yang
memberikan nilai tambah bagi prinsipal termasuk meningkatkan kekayaan dan nilai perusahaan
(Jensen & Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) juga mengungkapkan bahwa baik
prinsipal dan agen merupakan utility maximizers sehingga agen akan bertindak sesuai dengan
kepentingannya dan memperkaya dirinya sendiri. Agency problem terjadi ketika kepentingan
agen tidak selaras dengan kepentingan prinsipal sehingga agen akan berusaha mentransfer
kekayaan perusahaan dari prinsipal ke agen jika tidak ada intervensi dari prinsipal.
Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan membahas bagaimana manajemen perusahaan dalam
melaksanakan etika bisnis dengan mengedepankan strategi yang praktis, etis, dan efektif untuk
mengelola urusan organisasi di bawah lingkungan yang berbeda kondisi (Freeman, 2010;
Harrison & van der Laan Smith, 2015). Menurut Freeman et al. (2010), perusahaan memiliki
beragam pihak yang berkepentingan, tidak hanya pemilik perusahaan yang harus dipenuhi
kepentingannya. Salah satu bentuk pemenuhan kepentingan tersebut adalah pengungkapan
CSR dimana pemerintah merupakan salah satu yang berkepentingan terhadap laporan
pengungkapan CSR sehingga perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dianggap tidak
memiliki tanggung jawab sosial karena tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat
melalui pajak yang dibayarkan ke negara (Landolf, 2006)
Teori Legitimasi

Perusahaan akan berupaya untuk memperoleh legitimasi dengan tujuan meyakinkan
masyarakat bahwa nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan sejalan dengan nilai-nilai yang
diterapkan oleh masyarakat dimana legitimasi didefinisikan sebagai ukuran sikap masyarakat
terhadap perusahaan dan aktivitasnya yang memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa
perusahaan memiliki sistem nilai yang selaras dengan sistem nilai yang ada di tatanan
masyarakat (Lindblom, 1993; Ratmono & Sagala, 2015; Suchman, 1995). Salah satu perolehan
legitimasi yang dilaksanakan perusahaan ialah menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan
mengomunikasikannya melalui laporan tahunan (Parker, 1986).
Teori Gender

Betz et al. (1989) menjelaskan teori gender melalui pendekatan sosialisasi gender atau
Gender Socialization Approach dimana jenis kelamin memberikan perbedaan nilai dan sifat
dalam lingkungan kerja yang menyebabkan wanita dan pria membuat keputusan kebijakan dan
praktik yang berbeda juga. Lueptow (1981, dikutip dalam Betz, 1989) menjelaskan bahwa pria
dan wanita akan memberikan respon yang berbeda terhadap reward dan biaya. Pria lebih suka
mengejar keberhasilan kompetitif dan mengurangi penekanan terhadap hubungan dan kepuasan
intrinsik dari pekerjaan itu sendiri sehingga pria lebih suka bekerja berjam-jam dan melanggar
aturan karena pria memandang prestasi sebagai kompetisi atau pertandingan yang harus
dimenangkan. Sebaliknya, wanita kurang menekankan keberhasilan kompetitif dan lebih
menyukai mengerjakan pekerjaan dengan baik dan menjaga hubungan harmonis sehingga
wanita lebih suka bekerja dengan jam yang lebih pendek dan lebih patuh terhadap aturan dan
hukum. Pendekatan sosialisasi gender mengasumsikan bahwa akan ada perbedaan untuk
menjadi tidak etis di antara pria dan wanita dalam pekerjaan yang sama dimana pria dua kali
lebih mungkin terlibat dalam tindakan kurang etis dibandingkan wanita (Betz et al., 1989).
Penghindaran Pajak

Menurut Lietz (2013), penghindaran pajak ialah aktivitas yang mengarah pada
mengurangi perpajakan pajak yang secara eksplisit dilakukan oleh perusahaan menggunakan
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berbagai cara. Lietz (2013) menyebutkan bahwa definisi penghindaran pajak tidak
membedakan antara praktik pajak yang jelas legal, diragukan secara hukum atau masuk area
abu-abu, dan ilegal. Lietz (2013) juga menjelaskan bahwa perencanaan pajak memliki
spektrum definisi yang luas mulai dari penghindaran pajak, agresivitas pajak serta penggelapan
pajak. Dengan mengurangi pembayaran pajak, perusahaan dapat menggunakan sumber daya
ini untuk meningkatkan nilai perusahaan terutama kekayaan pemegang saham (Wang et al.,
2019).
Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan ialah keterikatan diantara manajemen, dewan komisaris,
investor, dan para pemangku kepentingan di dalam perusahaan tersebut serta sebuah proses
yang di dalamnya ada tanggung jawab auditor dan komisaris terhadap investor dan pemangku
kepentingan (Dewi & Fernando, 2020). Untuk merealisasikan tata kelola yang baik, dibutuhkan
fungsi pengawasan yang baik juga dari dewan komisaris dan komite audit dimana dewan
komisaris berperan dalam mengawasi dan memberikan nasehat kepada manajemen dalam
pembuatan kebijakan sedangkan komite audit terbentuk oleh dewan komisaris yang berfungsi
selaku organ pengawas pengelolaan perusahaan oleh direksi serta pelaporan keuangan
perusahaan (Dewi & Fernando, 2020).
Kesulitan Keuangan

Kesulitan keuangan ialah suatu keadaan finansial industri tidak berkondisi baik ataupun
kurang sehat atau dengan kata lain, kesulitan keuangan merupakan situasi yang mana industri
sulit terpenuhi pembayaran yang dibutuhkan karena arus kas tidak cukup untuk membayar
utang yang ada (Cheng et al., 2019; Rani, 2017). Kondisi kesulitan keuangan yang ada di
perusahaan terdiri dari empat istilah umum, yakni failure, insolvency, bankcruptcy, dan default
(Habib et al., 2020).
Pengungkapan CSR

CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dilakukan perusahaan yang
berorientasi laba untuk memenuhi kepentingan pemegang saham namun juga memenuhi
kepentingan pemangku kepentingan lainnya dengan menyesuaikan diri terhadap sistem nilai
masyarakat baik diwujudkan dalam hukum maupun adat etika (Friedman, 1970). Breliastiti et
al. (2020) juga memberikan definisi CSR yakni upaya yang dilakukan perusahaan untuk
melakukan tindakan yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan tidak melakukan
kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tatanan nilai masyarakat.
Diversitas Gender

Hafsi dan Turgut (2013, dikutip dalam Beiji et al., 2020) menjelaskan bahwa diversitas
dalam dewan dapat memengaruhi pembuatan kebijakan strategis perusahaan. Dimensi atau
atribut dari diversitas dapat dibedakan menjadi dua yakni task-related dan relations-related
(Handajani et al., 2014). Gender masuk ke dalam bagian dari relations-related. Miliken dan
Martins (1996, dikutip dalam Handajani et al., 2014) mengemukakan bahwa dimensi relations-
related dapat memengaruhi komunikasi negatif dan konsekuensi afektif (seperti pengambilan
keputusan yang buruk, kesalahpahaman, dan konflik).
Hipotesis Penelitian
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Salah satu permasalahan agensi yaitu monitoring cost dapat dikurangi dengan
pelaksananaan fungsi pengawasan kebijakan-kebijakan manajemen yang dilakukan oleh dewan
komisaris karena manajemen dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan
para pemangku kepentingan termasuk kebijakan yang terkait dengan pajak. Dewan komisaris
terdiri atas komisaris independen dan nonindependen. Komisaris independen melakukan
pengawasan yang lebih baik dibandingkan komisaris nonindependen karena mereka tidak
berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan
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sehingga semakin banyak proporsi komisaris independen maka semakin baik pengawasan
terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat manajemen (Hasnati, 2014; Mulyani et al., 2018).
H: : Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit bertugas untuk mendorong penyusunan laporan keuangan yang kredibel
dengan melakukan fungsi pengawasan terhadap tindakan-tindakan oportunis manajemen, salah
satunya adalah memaksimalkan laba bersih dengan melakukan penekanan beban pajak
(Alifianti et al., 2017). Oleh karena itu, kehadiran komite audit dapat mengurangi monitoring
cost dalam permasalahan agensi karena konflik keagenan dapat diatasi dengan penerapan tata
kelola yang baik (Gunawan, 2017). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang didapatkan
Richardson et al. (2013) dan Wang et al. (2019), komite audit berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak.
H> : Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Peningkatan kesulitan keuangan pada suatu perusahaan mengarah pada peningkatan
penghindaran pajak perusahaan karena perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan
tidak lagi memikirkan reputasi negatif akibat penghindaran pajak apalagi beban pajak menjadi
hal utama dalam arus kas keluar dan perusahaan akan cenderung mencari alternatif untuk
meningkatkan jumlah kas yang tersedia untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya
(Alifianti et al., 2017; Rani, 2017; Richardson et al., 2015).
Hs : Kesulitan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak

Menurut penelitian Mardianti dan Ardini (2020), semakin tinggi pengungkapan CSR
maka penghindaran pajak akan semakin rendah. CSR yang tinggi menunjukkan bahwa
perusahaan tersebut melakukan tindakan itu sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada para
pemangku kepentingan termasuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ikut berkontribusi
terhadap pembangunan negara. Lanis dan Richardson (2015) juga menemukan bahwa kinerja
CSR mengurangi penghindaran pajak.
Ha: Pengungkapan CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Komisaris Independen
terhadap Penghindaran Pajak

Keberagaman gender dapat meningkatkan tata kelola perusahaan karena wanita lebih
aktif dalam aktivitas pengawasan sehingga kehadiran lebih banyak wanita dalam jajaran dewan
komisaris akan meningkatkan independensi dan efisiensi dewan (Tejersen et al., 2016). Adams
dan Ferreira (2009) menegaskan bahwa memiliki jumlah komisaris wanita yang lebih banyak
memiliki efek yang sama dengan memiliki jumlah komisaris independen yang lebih besar, yang
mengarah pada penurunan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan dan
peningkatan pengawasan, dengan harapan dapat menurunkan prevalensi pajak perusahaan.
Hs : Diversitas gender memperkuat pengaruh negatif komisaris independen terhadap
penghindaran pajak.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap
Penghindaran Pajak

Keberadaan wanita dalam susunan dewan komisaris dapat meningkatkan pengaruh
komite audit mengingat komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris. Dewan wanita
lebih mampu berpikir independen dibandingkan pria serta lebih banyak memberikan berbagai
sudut pandang yang berbeda dan lebih banyak informasi terkait keputusan yang diambil
sehingga meningkatkan transparansi (Carter et al., 2003, dikutip dalam Lanis et al., 2015).
Lanis et al. (2015) juga menyatakan bahwa wanita cenderung menghindari risiko dan
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melakukan pengawasan yang lebih baik dibanding pria sehingga dapat mengurangi
kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.
He : Diversitas gender memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap
Penghindaran Pajak

Kusumastuti et al. (2007 dalam Ellyanti & Setyawan, 2019) mengungkapkan bahwa
wanita pada umumnya cenderung berupaya untuk tidak melakukan tindakan yang berisiko serta
lebih teliti dibanding pria. Hal tersebut menjadikan wanita biasanya tidak cepat atau tidak
terburu-buru dalam memutuskan hal-hal terkait pendanaan perusahaan. Karena sikap risk
averse ini, Untuk menghindari pendanaan dari hutang, pengembalian yang tidak pasti, dan
keputusan lainnya, perempuan lebih cenderung menyimpan sebagian besar aset mereka dalam
investasi yang relatif aman dibandingkan laki-laki (Amri, 2017).
H7 : Diversitas gender memperlemah pengaruh positif kesulitan keuangan terhadap
penghindaran pajak.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap
Penghindaran Pajak

Glass et al. (2016) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki diversitas gender
dalam anggota dewannya lebih efektif dalam melakukan kegiatan CSR yang efektif. Cook dan
Glass (2018) juga menemukan bahwa semakin banyak keberadaan wanita dalam jajaran dewan
perusahaan akan meningkatkan CSR karena wanita lebih memedulikan kepentingan beragam
pemangku kepentingan dibandingkan pria.
Hs : Diversitas gender memperkuat pengaruh negatif pengungkapan CSR terhadap
penghindaran pajak.
Rancangan Penelitian

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Variabel Independen

Tata Kelola Perusahaan (X1)
Hy, Hz Variabel Dependen

=

Kesulitan Keuangan (X2) Penghindaran Pajak (Y)

Pengungkapan CSR (X3)

Variabel Moderasi

Diversitas Gender (Z)

Variabel Kontrol

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,

Leverage |- !

Sumber : Diolah Penulis (2020)

METODE
Populasi dan Sampel

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di sektor manufaktur antara tahun
2014 dan 2019 menjadi populasi penelitian. Purposive sampling digunakan untuk memilih
sampel yang dianggap cocok berdasarkan kriteria. Penelitian ini menggunakan kriteria seleksi
berikut:
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a) Perusahaan selain perusahaan sektor manufaktur dikecualikan dari sampel.

b) Perusahaan sektor manufaktur dengan tanggal terdaftar di bursa atau Initial Public Offering
(IPO) setelah 1 Januari 2014 dikecualikan dari sampel karena rentang waktu pengamatan
adalah dari tahun 2014 sampai dengan 2019.

c) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan lengkap dari tahun 2014 sampai dengan
2019.

d) Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak positif.

e) Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait penelitian dari tahun 2014 sampai
dengan 2019.

Tabel 1 menampilkan hasil pemilihan sampel yang dilakukan dengan menggunakan
teknik purposive sampling dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

Kriteria Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2019 665
Perusahaan yang tidak termasuk dalam sektor manufaktur - 481
Perusahaan yang IPO setelah 1 Januari 2014 -51
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan lengkap periode -7
2014 — 2019
Perusahaan yang memiliki pretax income negatif -60
Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap terkait penelitian -1
dari tahun 2014 sampai dengan 2019.
Total sampel 65
Tahun pengamatan 6
Jumlah pengamatan 390

Sumber: Diolah Penulis (2020)

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang menggunakan data sekunder
berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sejak tahun 2014 sampai dengan
2019 dan diunduh secara resmi melalui situs Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi
perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel.

Variabel Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lanis dan Richardson, proksi Book Tax
Difference digunakan untuk mengukur penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam
penelitian ini (2015). Jumlah komite audit (Soliman & Ragab, 2014), jumlah komisaris
independen (Richardson et al., 2015), dan Altman Z Score yang dimodifikasi oleh Graham
(1998) berdasarkan penelitian (Richardson et al., 2015) merupakan contoh variabel independen,
dan pengungkapan CSR yang diukur menggunakan metode content analysis dengan
berpedoman pada Global Reporting Initiative (GRI) G4 sesuai penelitian Luxmawati &
Prihantini (2020). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah diversitas gender dewan
komisaris dengan menggunakan proksi yang mengacu pada penelitian Lanis et al. (2015).
Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan
leverage.

Model Penelitian dan Teknik Analisis Data

Baik pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen maupun
pengaruh tidak langsung variabel moderasi terhadap hubungan tersebut diuji dalam penelitian
ini dengan menggunakan dua model terpisah. Model 1 untuk mengevaluasi hipotesis ini:

CTAit = Bo+ pr KOM_IND;i¢ + B2 KOMDITit + Bz FDit + Ba CSRit + Bs SIZEi+ + Ps

LEVit+ B7 ROAjt + €t
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Sementara itu, model 2 digunakan untuk menguji hipotesis 5, 6, 7 dan 8 yakni
menganalisis peran variabel moderasi atas pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen.

CTAit = Po+ Pr KOM_INDit + B2 KOMDIT;¢ + B3 FDit + B4 CSRit + Bs BGDit + Ps

SIZEi; + 7 LEVit + BsROAi + Po (BGD_KOMIND); t + B10 (BGD_KOMDIT)i ¢+ Bu

(BGD_FD);,t + p12(BGD_CSR)i t + €t

Keterangan:

CTAi : Penghindaran Pajak yang diukur menggunakan Book Tax Difference

KOM_IND;: : Komisaris Independen

KOMDITit : Komite Audit

FDit : Kesulitan Keuangan
CSRit : Pengungkapan CSR
BGD : Diversitas Gender
SIZEit : Size

LEVit : Leverage

ROA:t -Return On Asset

€ . Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Hipotesis
Tabel 2 Uji Hipotesis

Variabel Dugaan Model Penelitian 1 Model Penelitian 2
Arah (tanpa moderasi) (dengan moderasi)
Koefisien Prob. Koefisien Prob.
Cons. 0,0129109 0,191 0,010761 0,248
KOM_IND -0,0198886 0,000** -0,0214587 0,006**
KOMDIT -0,0000103 0,498 0,0053868 0,068
FD 0,0048151 0,000** 0,0071432 0,000**
CSR -0,0089918 0,103 -0,0169746  0,036**
BGD 0,0552461 0,116
BGD_KOMIND -0,0098487 0,375
BGD KOMDIT -0,0245307 0,041**
BGD_FD -0,013347  0,000**
BGD CSR 0,0490743 0,068
SIZE -0,0000296 0,478 -0,0004251 0,203
ROA 0,0646834 0,000** 0,0762316 0,000**
LEV 0,0115969 0,072 0,0224689  0,001**

Sumber: Output Stata 14.2 (Diolah dari data sekunder)

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan data pada Tabel 2, proksi KOM IND untuk variabel komisaris independen
memiliki koefisien sebesar -0,0198886 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai
p kurang dari 0,05, kita dapat menyimpulkan bahwa komisaris independen memang memiliki
pengaruh yang besar terhadap penghindaran pajak, dan menolak HO sebagai hasilnya. Semakin
banyak komisaris independen berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak, seperti yang
ditunjukkan oleh koefisien negatif. Penelitian ini menggambarkan hasil yang serupa dengan
penelitian Richardson et al. (2013) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari
adanya komisaris independen di sebuah perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang dijelaskan Jensen dan Meckling (1976).
Berdasarkan teori keagenan, salah satu biaya agensi adalah monitoring cost. Persentase
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komisaris independen sebagai fungsi pengawasan akan mengurangi biaya agensi yang timbul
berupa monitoring cost antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen lebih objektif dan jujur dibandingkan
dengan komisaris nonindependen karena komisaris independen tidak memiliki ikatan dengan
pemegang saham mayoritas, direksi, atau komisaris lain dalam perusahaan yang bersangkutan,
dan tidak memiliki rangkap jabatan di manapun. perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan
yang bersangkutan.
Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki p-value sebesar 0,498 dan
koefisien sebesar -0,0000103 (signifikan secara statistik). Karena nilai p variabel komite audit
lebih besar dari ambang batas signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak
memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap penggelapan pajak. Dengan
demikian H1 ditolak, yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berdampak pada
penghindaran pajak. Berdasarkan teori keagenan, komite audit menjalankan fungsi pengawasan
manajemen yang akan mengurangi monitoring cost yang timbul akibat adanya masalah agensi
antara manajemen perusahaan dan investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Triyanti et al. (2020), Rani (2017), Alifianti et al. (2017) dan Rahmawati et al. (2016) yang
membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Gunawan
(2017) mengklaim bahwa di Indonesia, perusahaan hanya diwajibkan untuk mematuhi undang-
undang dan peraturan yang relevan, atau mengikuti standar dan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik. Gunawan (2017) mengatakan bahwa tata kelola yang baik belum diupayakan secara
aktif dan penerapan tata kelola perusahaan masih sebatas dokumen.
Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa variabel kesulitan keuangan memiliki
koefisien sebesar 0,0048151 dan nilai p value sebesar 0,000. Nilai p value kurang dari tingkat
signifikansi 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa kesulitan keuangan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap penghindaran pajak atau menolak Ho. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Feizi et al. (2016), Sadjiarto et al. (2020), Edwards et al. (2013), dan Richardson et
al. (2015) yang menemukan bahwa peningkatan kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan
mengarah kepada peningkatan penghindaran pajak. Jika dikaitkan dengan teori keagenan,
meskipun kesulitan keuangan tidak serta merta berarti perusahaan akan gagal, namun
penurunan yang signifikan dan terus menerus dalam kinerja keuangan perusahaan dapat
mengakibatkan kebangkrutan sehingga investor dan kreditur mengalami kerugian finansial
yang cukup besar (Habib et al., 2018). Kondisi ini menyebabkan terjadinya masalah keagenan
karena ketidakselarasan tujuan antara manajemen dan investor. Perusahaan yang memiliki
karakteristik kesulitan keuangan akan memiliki tindakan-tindakan ekonomi yang berbeda jika
dibandingkan dengan perusahaan yang kondisi keuangannya baik. Perusahaan yang mengalami
kondisi keuangan yang tertekan akan cenderung mencari alternatif untuk meningkatkan jumlah
kas yang tersedia untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya (Rani, 2017). Salah satu
alternatifnya adalah melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan memiliki
nominal sekecil-kecilnya. Cara tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan baik dengan cara yang
legal melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan yang ada ataupun ilegal melalui
penggelapan pajak.
Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 2 menunjukkan bahwa p-value pengungkapan CSR sebesar 0,0103, dan koefisien
variabel sebesar -0,0089918. Karena nilai p variabel pengungkapan CSR lebih besar dari
ambang batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, kita harus menolak H1
yang berpendapat bahwa memublikasikan CSR tidak berdampak pada penghindaran pajak.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Landry et al. (2013), Luxmawati dan Prihantini
(2020) serta Wahyudi (2015) yang meneliti pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Jika
dikaitkan dengan teori legitimasi dan stakeholder theory, perusahaan di Indonesia melakukan
pengungkapan CSR hanya untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan memenuhi
kepentingaan para stakeholder. Di Indonesia, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
masih dalam tahap awal baik dari segi pemahaman maupun kesadaran. Perusahaan di Indonesia
tampaknya tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab sosial perusahaan,
terlihat dari pelaporan CSR mereka yang kurang baik (Wahyudi, 2015). Seperti nilai rata-rata
pengungkapan CSR dalam survei ini, masih di bawah benchmark GRI G4 sebesar 19%.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Komisaris Independen
terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 2, pengaruh moderasi yang disimbolkan dengan interaksi
BGD_KOMIND menunjukkan bahwa nilai p value variabel interaksi sebesar 0,375 dan nilai
koefisien sebesar -0,0098487. Nilai dari p value lebih dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga
kesimpulan yang diambil adalah menerima Ho dan menolak Hi atau diversitas gender tidak
memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat
dikarenakan proporsi diversitas gender dalam memengaruhi komisaris independen sangat kecil
yakni dari tahun ke tahun rata-rata hanya berkisar 11%-14%. Meskipun komisaris independen
secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, rata-rata dari diversitas gender
yang kecil tidak mampu meningkatkan pengaruh negatif tersebut. Hal tersebut sejalan dengan
penelitian Internasional Finance Corporation (IFC) terkait keanekaragaman gender dewan
perusahaan di ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam hal jumlah wanita yang
menduduki posisi dewan yakni hanya sebesar 18,4% dibandingkan dengan rata-rata negara
ASEAN sebesar 25,2% (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Diversitas gender dewan komisaris
juga berkaitan dengan teori agensi dimana semakin heterogen komposisi gender dewan maka
semakin independen susunan dewan tersebut yang akhirnya control akan semakin besar dan
biaya yang muncul akibat permasalahan agensi juga akan semakin rendah.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Komite Audit terhadap
Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 2, pengaruh moderasi yang disimbolkan dengan interaksi
BGD_KOMDIT menunjukkan bahwa nilai p value variabel interaksi sebesar 0,041 dan nilai
koefisien sebesar -0,0245307. Nilai dari p value kurang dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga
kesimpulan yang diambil adalah menerima H: dan menolak Ho atau diversitas gender
memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan wanita
lebih konservatif dan risk-averse sehingga hal ini memengaruhi pembuatan keputusan serta
meningkatkan transparansi akuntansi perusahaan (Rhee et al., 2019). Adanya manipulasi
laporan keuangan dan aktivitas penghindaran pajak dapat menyebabkan laporan keuangan
menjadi tidak kredibel sehingga dapat merusak reputasi perusahaan. Sikap menghindari risiko
yang dimiliki wanita menyebabkan wanita akan lebih mempertimbangkan kemungkinan
adanya sanksi dari otoritas pajak apabila perusahaan terdeteksi melakukan penghindaran pajak.
Hasil penelitian ini memperkuat teori agensi dan mengkonfirmasi penelitian Adams dan
Ferreira (2009) yang menyatakan bahwa wanita lebih banyak terlibat dalam aktivitas
pengawasan dibandingkan pria dan penelitian Lanis et al. (2015) yang menunjukkan bahwa
semakin beragam kehadiran perempuan dalam dewan maka penghindaran pajak semakin kecil.
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap
Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 2, pengaruh moderasi yang disimbolkan dengan interaksi BGD FD
memiliki nilai p 0,000 dan koefisien -0,013347. Karena nilai p kurang dari 0,05, kita dapat
menyimpulkan bahwa H1 benar dan HO salah; yaitu, keragaman gender menyangga dampak
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kesulitan ekonomi terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi
dan selaras dengan penelitian Shao dan Liu (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan
risiko tinggi cenderung menunjuk dewan perempuan untuk mengurangi risiko dan penelitian
Lanis et al. (2015) serta Jarboui et al. (2020) yang menunjukkan semakin beragam kehadiran
perempuan dalam jajaran dewan maka penghindaran pajak akan semakin kecil. Kusumastuti et
al. (2007, dikutip dalam Ellyanti & Setyawan, 2019) mengungkapkan bahwa wanita cenderung
lebih berhati-hati dan menghindari resiko serta lebih teliti dibanding pria sehingga wanita tidak
terburu-buru dalam mengambil keputusan terutama keputusan pendanaan. Karena sikap risk
averse ini, wanita pada umumnya cenderung tidak ingin mengambil kesempatan yang
berpeluang memunculkan risiko serta lebih cenderung memilih untuk tidak berutang (Amri,
2017).
Pengaruh Diversitas Gender dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap
Penghindaran Pajak

Berdasarkan Tabel 2, pengaruh moderasi yang disimbolkan dengan interaksi
BGD_CSR menunjukkan bahwa nilai p value variabel interaksi sebesar 0,068 dan nilai
koefisien sebesar 0,0490743. Koefisien BGD_CSR bernilai positif menunjukkan bahwa
pengaruh variabel BGD_CSR terhadap penghindaran pajak adalah positif. Namun, nilai dari p
value melebihi dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga kesimpulan yang diambil adalah
menerima HO dan menolak H1 atau diversitas gender tidak memoderasi pengaruh
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap penghindaran pajak.
Ketidakmampuan gender dalam memoderasi dapat disebabkan karena rendahnya proporsi
keberagaman gender di sektor manufaktur. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian
Ningrum et al. (2018) dan Luxmawati dan Prihantini (2020) yang membuktikan bahwa
diversitas gender dapat memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap
penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini disebabkan perbedaan sampel penelitian dan
proksi yang digunakan. Ningrum et al. (2018) menggunakan proksi GRI G3 sebanyak 79 item
sementara penelitian ini menggunakan proksi GRI G4 sebanyak 91 item. Luxmawati dan
Prihantini (2020) melakukan penelitian pada perusahaan sektor pertambangan sementara
penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur. Jika dikaitkan dengan teori
agensi, teori legitimasi, dan stakeholder theory, adanya diversitas gender dalam dewan
komisaris suatu perusahaan hanya untuk memenuhi kepentingan stakeholder dan untuk
memperoleh legitimasi dari masyarakat, bukan dimaksudkan untuk mengurangi penghindaran
pajak.

PENUTUP
Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak; 2) Komite audit tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap penghindaran pajak; 3) Kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak; 4) Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak; 5) Diversitas gender tidak
memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak; 6) Diversitas gender
memperkuat pengaruh negatif komite audit terhadap penghindaran pajak; 7) Diversitas gender
memperlemah pengaruh positif kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak; dan 8)
Diversitas gender tidak memoderasi pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR) terhadap penghindaran pajak.
Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penggunaaan scoring index pada
variabel pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan metode content
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analysis pada laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan yang dilakukan
sendiri oleh penulis yang belum dikonfirmasi terkait kredibilitas scoring oleh pihak lain,
penggunaan data dari laporan keuangan sebagai data sekunder untuk mengestimasi
penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan keterbatasan data laporan
pajak dan kerahasiaan data yang dimiliki oleh perusahaan, hasil penelitian tidak dapat
menggeneralisasi semua perusahaan publik yang terdaftar di Indonesia karena hanya
menggunakan perusahaan sektor manufaktur, dan variabel komisaris independen dan komite
audit hanya menggunakan proksi kuantitatif dan tidak mempertimbangkan aspek kualitatif
sehingga ada kemungkinan terdapat masalah multikoleniaritas antara dua variabel tersebut yang
tidak terlihat dalam penelitian ini mengingat ketua komite audit merupakan komisaris
independen. Keterbatasan terakhir adalah variabel diversitas gender dalam penelitian ini
mengacu ke jenis kelamin yakni wanita dan pria dengan tidak mempertimbangkan adanya
perbedaan aspek psikologis seperti pria yang memiliki sifat seperti wanita maupun wanita yang
memiliki sifat seperti pria.
Saran

Penelitian ini memiliki dua saran yakni saran praktis dan saran penelitian selanjutnya.
Saran praktis pertama ditujukan bagi Direktorat Jenderal Pajak yakni sebagai referensi dalam
mendeteksi risiko penghindaran pajak perusahaan melalui tata kelola dan kondisi kesulitan
keuangan. Saran kedua bagi perusahaan yakni sebagai bahan masukan untuk terus
meningkatkan tata kelola perusahaan dengan menambah jumlah komisaris independen atau
jumlah wanita dalam dewan komisaris agar dapat menghindari terjadinya peningkatan kondisi
kesulitan keuangan serta meningkatkan peran komite audit dalam mengurangi penghindaran
pajak. Saran ketiga ditujukan bagi investor yakni sebagai bahan pertimbangan terkait
pengambilan keputusan investasi. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian
selanjutnya dapat menggunakan proksi yang berbeda dengan yang digunakan penulis,
memperpanjang interval waktu penelitian, mengubah sektor yang menjadi sampel penelitian,
menggunakan sampel negara ASEAN, menambahkan variabel tambahan seperti strategi bisnis
perusahaan, transfer pricing, earning management, thin capitalization, dan variabel-variabel
lainnya, atau mengembangkan penelitian metode kualitatif.
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